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ABSTRACT

Abstract: Based on the researcher's initial observations, in the implementation of land
acquisition for the construction of the Solo-Yogyakarta toll road at the Boyolali Regency
Land Office, problems were found regarding the unclear status of land used by Dutch
plantation companies or onderneming ground (OG). This problem hampers efforts to
implement land compensation. The research method used is a qualitative research method
with an empirical juridical approach to determine the status of OG land, the process of
providing compensation, problems and resolution of providing compensation to parties
entitled to OG land. The research results show that the status of the former OG land at los
no. 21 Kateguhan is the land of an unfree country. The implementation of providing
compensation is carried out separately between ownership compensation and possession
compensation. The cultivator only receives compensation for business losses or planting
on OG land. The problem of unclear land status can be resolved by filing a lawsuit with
the District Court or re-coordination to prove that OG land is part of PTPN (BUMN) assets.
If the OG land is recorded as an asset, compensation is carried out after the asset is written
off, but if it is not recorded, the compensation asset can be based on a physical possession
letter in good faith.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam
kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tujuan dari pembangunan ini ialah
untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di
Indonesia (Rohim, 2024). Pembangunan ini merupakan salah satu upaya
pemerintah untuk memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan keadilan bagi
seluruh rakyat Indonesia. Menurut (Limanseto, 2023) pembangunan
infrastruktur merupakan prioritas dari perancangan dan realisasi proyek

strategis nasional.

Kebijakan terkait percepatan realisasi proyek strategis nasional diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional. Perpres ini menyebutkan bahwa salah satu proyek
strategis nasional yang diagendakan ialah proyek pembangunan infrastruktur
jalan tol. Menurut (Sudirman, 2014), sebagai akibat dari nomenklatur
pembangunan jalan tol tersebut, penyediaan tanah harus dilakukan melalui
proses pengadaan tanah.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dalam pasal 1 ayat (3)
disebutkan bahwa Pengadaan tanah adalah proses penyediaan tanah dengan
memberikan ganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dalam
hal ini, Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek
pengadaan tanah. Kegiatan tersebut dilaksanakan demi kepentingan bangsa,
negara, dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan

dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat.

Penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan umum mengacu
pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 diikuti dengan peraturan

pelaksananya yaitu Peraturan Menteri ATR/KaBPN Republik Indonesia Nomor



19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19 Tahun 2021.
Selanjutnya Pemerintah pada 25 Juli 2023 mengambil kebijakan untuk
menyelaraskan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum mengesahkan
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ketiga peraturan tersebut
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi kepentingan

umum.

Menurut (Suraji et al., 2022) dalam pelaksanaan pengadaan tanah
secara umum sering ditemui permasalahan mengenai (1) nilai ganti rugi yang
ditawarkan, (2) status tanah, (3) perbedaan hasil ukur lahan dan sengketa batas,
(4) perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, (5) proses pembayaran, (6)
adanya sarana dan prasarana umum Yyang terdampak dari pembebasan tanah
seperti Mesjid dan Gereja. Pada permasalahan status tanah akan mempengaruhi
pada kepastian hukumnya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi penetuan
kepemilikian atas tanah, dan siapa yang berhak menerima ganti kerugian atas
pembebasan tanah tersebut (Naibaho et al., 2020).

Berdasarkan observasi awal peneliti, dalam pelaksanaan pengadaaan
atau pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta di Kantor
Pertanahan Kabupaten Boyolali ditemukan permasalahan yang sama, yaitu
ketidakjelasan status tanah. Tanah tersebut merupakan tanah bekas Perusahaan
Perkebunan Belanda (onderneming ground). Ketidakjelasan status tanah bekas
ondernemig ground menjadi salah satu problematika pelaksanaan pembayaran
ganti kerugian karena belum diketahui secara pasti terkait siapa yang memiliki
hak prioritas atas tanah ondernemig ground. Menurut informasi yang peneliti
dapatkan pada beberapa kesempatan, sampai dengan bulan November Tahun
2023, terdapat 879 bidang tanah terdampak diantaranya 848 bidang tanah sudah
dibayarkan dan tersisa 31 bidang tanah yang belum dibayarkan ganti kerugian

kepada pihak yang berhak menerimanya. Salah satu bidang tanah yang belum



dibayarkan ganti rugi ialah tanah bekas onderneming ground yang berlokasi di
Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.

Informasi lainnya yang diperoleh peneliti yaitu tanah bekas
onderneming ground semula dikuasai oleh PNP XIX Bangak yang digunakan
sebagai los pengeringan tembakau. Pada tahun 1987 penggunaan tanah tersebut
diubah menjadi sawah yang pengelolaannya diserakan kepada Bambang
Mulyono (Bekas Karyawan PNP XIX Bangak). Setelah Bambang Mulyono
meninggal dunia, tanah tersebut digarap oleh menantunya yaitu Saudara
Mulyono hingga saat proses pengadaan tanah untuk jalan tol Solo-Yogyakarta
dimulai. Menurut informasi yang peneliti dapatkan di Kantor Pertanahan
Kabupaten Boyolali sampai saat ini tanah onderneming ground belum pernah
diterbitkan/dilekati hak atas tanah.

Upaya pelaksanaan ganti rugi pada pengadaan tanah untuk
pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta terhadap tanah bekas onderneming
ground timbul hambatan lain. Selain ketidakjelasan status haknya, terdapat
permasalahan lain yaitu Saudara Mulyono tidak menyetujui besaran nilai ganti
kerugian hasil penilaian dari tim appraisial Pengadaan Jalan Tol Solo
Yogyakarta. Dikarenakan nilai ganti kerugian yang diberikan hanya sebatas
tanaman yang tumbuh atau kerugian usaha yang berada diatas tanah tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang timbul dalam proses pelaksanaan ganti
kerugian atas tanah bekas onderneming ground diatas, Panitia Pengadaan Tanah
untuk Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta melakukan permohonan
konsinyasi di Pengadilan Negeri Kabupaten Boyolali. Namun, hingga saat ini
permohonan tersebut belum dapat diterima. Dikarenakan kekurangan berkas
yaitu Surat Resmi dari PTPN X yang menyatakan Tanah bekas onderneming
ground di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali tidak tercatat
sebagai Aset PTPN X. Problematika diatas merupakan hasil survei awal peneliti

di Kantah Boyolali.



Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud mengadakan
penelitian sebagai bahan penulisan skripsi dengan judul “Problematika
Pelaksanaan Ganti Kerugian Pada Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
Jalan Tol Solo - Yogyakarta Terhadap Tanah Bekas Onderneming ground

Di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, terdapat permasalahan dalam penelitian
ini yaitu:

1. Bagaimana status penguasaan Tanah Bekas Onderneming ground Di Desa
Kateguhan yang terdampak pengadaan tanah Tol Solo- Yogyakarta?

2. Bagaimana proses pemberian ganti rugi atas atas Tanah Bekas Onderneming
ground kepada pihak yang berhak pada pengadaan tanah Tol Solo-
Yogyakarta?

3. Apa saja permasalahan dan Solusi dalam upaya pelaksanaan ganti kerugian
atas Tanah Bekas Onderneming ground kepada pihak yang berhak pada

pengadaan tanah Tol Solo-Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui status penguasaan Tanah Bekas Onderneming ground

b. Untuk mengetahui proses pemberian ganti rugi atas atas Tanah Bekas
Onderneming ground yang terdampak pengadaan tanah.

c. Untuk mengetahui permasalahan dan penyelesaian pemberian ganti
kerugian kepada pihak yang berhak atas Tanah Bekas Onderneming
ground yang terdampak pengadaan tanah.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk referensi dalam
hal akademik terkait penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah bekas
onderneming ground yang terdampak pengadaan tanah.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN pembuatan kebijakan terkait



penyelesaian ganti kerugian terhadap tanah bekas onderneming ground
yang terdampak pengadaan tanah; dan,

. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau sumber referensi bagi
peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian terkait penyelesaian
ganti kerugian terhadap tanah bekas onderneming ground yang terdampak
pengadaan tanah.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang
dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Status tanah OG bekas los no. 21 Kateguhan merupakan tanah negara tidak
bebas. Tanah negara tidak bebas dalam penelitian ini ialah tanah negara dengan
penguasaan. Adanya nasionalisasi perusahan-perusahaan Belanda dan
penguasaan oleh PTPN X, melahirkan hubungan hukum antara subyek dan
obyeknya. Hanya saja dalam penelitian ini, tanah tersebut belum
disertipikatkan. Selanjutnya terdapat dua Pihak Yang Berhak atas tanah OG,
PTPN X Surabaya Berhak atas ganti kerugian pemilikan tanah, sedangkan
Saudara Mulyono selaku penggarap berhak atas ganti kerugian usaha dan
tanam tumbuh diatas tanah OG.

2. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian akan dilakukan terpisah antara ganti
rugi kepemilikan dan ganti rugi penguasaan. Ganti rugi kepemilikan meliputi
nilai tanah itu sendiri, sedangkan ganti rugi penguasaan atau penggarapan
meliputi ganti kerugian usaha dan tanam tumbuh diatas tanah. Progres ganti
kerugian atas tanah OG saat ini, Saudara Mulyono mengajukan surat
permohonan untuk segera dilakukan pembayaran ganti kerugian atas kerugian
usaha dan tanamannya. Permohonan tersebut telah diproses PPK untuk
dilakukan pembayaran kepada yang berhak.

3. Permasalahan yang menghambat pelaksanaan ganti kerugian atas tanah OG
bekas Los Nomor 21 Kateguhan adalah ketidakjelasan status hak atasnya.
Penyelesaian pertama dapat dilakukan Saudara Mulyono dengan mengajukan
permohonan gugatan ke pengadilan terkait status hak atas tanah tersebut.
Putusan pengadilan dapat dijadikan dasar penentuan besaran, mekanisme dan
tata cara pemberian ganti kerugian pemilikan atas tanah dimaksud. Alternatif
penyelesaian kedua dapat dilakukan koordinasi ulang dengan Pihak PTPN X
Surabaya, guna memastikan tanah tersebut merupakan aset PTPN X Surabaya.

Apabila terdaftar sebagai aset di PTPN untuk mendapatkan ganti kerugian,
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perlu dilakukan penghapusbukuan dengan pemindahan tangan sesuai Permen
BUMN No.3 Tahun 2021 jo. Permen BUMN No.2 Tahun 2010. Setelah
dihapus dalam daftar aset, tanah tersebut dapat diberikan ganti rugi. Apabila
tanah tersebut belum terdafatar sebagai aset, dapat dilakukan permohonan
pembayaran ganti rugi dengan dasar penguasaan tanah negara dengan itikad
baik, karena dalam penjelasan pasal 40 UU NO. 2 Tahun 2012 menyebutkan
pihak yang berhak untuk menerima ganti rugi pada duruf f adalah pihak yang
menguasai tanah negara dengan itikad baik dan diperjelas dalam UUCK pada

penjelasan pasal 40 huruf f.

B. Saran

1. Mengingat kondisi fisik tanah OG telah berubah menjadi jalan tol, hendaknya
pembayaran ganti kerugian harus segera dilaksanakan. Untuk dapat
memberikan ganti kerugian yang adil dan layak kepada pihak yang berhak
sesuai PP No.2 Tahun 2012, perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang
efektif antara pihak-pihak yang bersangkutan atas tanah OG dan pemangku
kepentingan. Sehingga tidak ada keraguan dalam pembayaran ganti kerugian
kepada pihak yang memiliki maupun mengguasai atau menggarap tanah OG.

2. Pentingnya melindungi aset berupa tanah untuk mencegah sengketa
Pertanahan, peneliti menyarankan Kepada Kepala Bagian Aset untuk
melakukan inventarisasi aset PTPN X Surabaya, yang sudah bersertipikat
maupun yang belum bersertipikat, dan melakukan penyisiran dibekas Lokasi
Perusahaan yang masih dan atau sudah tidak beroperasi. Hal tersebut menjadi
penting mengingat PTPN merupakan bagian dari BUMN maka apabila terdapat
tanah aset yang tidak terinventarisasi dan terpetakan yang kemudian
menimbulkan permasalahan sehingga berpotensi merugikan masyarakat
maupun negara. Hal ini Sesuai dengan perintah dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 perlunya penatausahaan BMN meliputi

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
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